ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Praktik Pembinaan Terhadap kegiatan pelarangan oleh Pengemis dan
Gelandangan Perspektif pasal 39 poin (a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan Figh Siyasah (Studi Kasus
Kabupaten Mojokerto)” ini ditulis oleh Hyasinta Putri Kusuma Wardani, NIM.
126103211060, dengan pembimbing Fahmi Arif, M.H.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengemis, Gelandangan, Peraturan Daerah, Figh Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi mengenai meningkatnya jumlah pengemis
dan gelandangan yang berkeliaran di ruang publik. Meskipun telah diberlakukan
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya Pasal 39, namun masih banyak
ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan
perlunya evaluasi terhadap efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dan instansi terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji: bagaimana praktik pembinaan pengemis dan gelandangan oleh
Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2013, dan bagaimana perspektif figh siyasah terhadap praktik pembinaan
tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dari Satpol PP serta Dinas
Sosial Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembinaan terhadap pengemis
dan gelandangan di Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 39 dan 56.
Dinas Sosial bersama instansi terkait seperti Satpol PP telah menjalankan program-
program pembinaan melalui koordinasi, bimbingan, pelatihan, hingga evaluasi
secara berkala. Pembinaan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga diarahkan
pada pemberdayaan dan pemulihan sosial.

Dalam perspektif figh siyasah, praktik pembinaan mencerminkan prinsip
Hifz Al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz Al-Maal (menjaga harta), dan Karamah Al-Insan
(menjaga kehormatan manusia), yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah
daerah tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga menjunjung
nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan ketertiban
masyarakat secara adil dan bermartabat.
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ABSTRACT

The thesis with the title “ The Practice of Coaching Related to the Prohibition of Begging
and Homelessness from the Perspective of Article 39 Point (a) of Regional
Regulation Number 2 of 2013 on Public Order and Figh Siyasah (A Case Study in
Mojokerto Regency)” was written by Hyasinta Putri Kusuma Wardani, NIM.
126103211060, with supervisor Fahmi Arif, M.H.

Keywords: Construction, Beggars, Homeless, District Regulations, Figh Siyasah

This research is based on the increasing number of beggars and homeless
people roaming in public spaces. Although the Mojokerto Regency Regional
Regulation Number 2 of 2013 concerning Public Order and Public Order has been
enforced, especially Article 39, there are still many violations of the regulation. This
condition shows the need to evaluate the effectiveness of coaching carried out by
local governments and related agencies. The formulation of the problem in this
study aims to examine: how the practice of fostering beggars and homeless people
by the Mojokerto Regency Government based on Article 39 of Regional Regulation
Number 2 of 2013, and how the perspective of figh siyasah on the practice of
coaching.

The research method uses an empirical juridical approach with data
collection techniques through interviews and documentation from Satpol PP and
the Social Service The results of the study show that the practice of coaching
beggars and homeless people in Mojokerto Regency has been carried out in
accordance with the Mojokerto Regency Regional Regulation Number 2 of 2013
Articles 39 and 56. The Social Service together with related agencies such as Satpol
PP have carried out coaching programs through coordination, guidance, training,
and periodic evaluation. This coaching is not only repressive, but also directed at
empowerment and social recovery.

From the perspective of figh siyasah, the practice of coaching reflects the
principles of Hifz Al-Nafs (safeguarding the soul), Hifz Al-Maal (safeguarding
property), and Karamah Al-Insan (safeguarding human honor), which shows that
the efforts of local governments not only emphasize law enforcement, but also
uphold human values in order to create welfare and order in a just and dignified
manner.
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